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Abstrak: Saat ini, ada tiga sistem hukum yang berlaku dap
mengalami kompetisi pertumbuhan antara satu dengan yang
lainnya, ketiga sistem hukum itu adalah sistem hukum adat,
sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat berdasarkan
urutan berlakunya. Sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut

persintuhan  ketiga sistem hukum, serta peran dan

kontribusinya dalam pembentukan hukum nasional dalam

makna, materi dan bentuk model hukum yang berlaku di
Indonesia.

Kata Kunci : Recepti In Complexu, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

alam diskursus sistem hukum di dunia paling tidak terdapat

lima sistem hukum besar yang hidup dan berkembang. Kelima

sistem hukum tersebut adalah, pertama, sistem common law
yang dianut di Inggris dan bekas Jajahannya; kedua, sistem civil law
yang berasal dari Romawi yang dibawa ke daerah jajahannya atau
bekas jajahannya; ketiga, sistem hukum adat yang hidup dan
berkembang di Asia dan Afrika; keempat, sistem hukum lsla:ﬁ
yang hidup dan berlangsung secara kontinuitas di daergh-dac.fri.
umat Islam berdomisili; kelima, sistem hukum komunis/sosialis
yang dianut pada negara-negara komunis Rusia, Cina dan negara-
negara lainnya.(Muhammad Daud Ali: 2008, h. 218).
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Dewasa ini, tiga dari kelima sistem hyjym 4
istern hukum yang berlaku dan mengalam kompey. . " Pikan
antara satu dengan yang lainnya, ketiga sister huk Pertumbuhap,
sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dap sistemugl ulztu adalah
berdasarkan urutan berlakunya (Muhammad Daud Al 500, 22"
Sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut persintuhan % 8:218),
hukum, serta peran dan kontribusinya dalam pembenmkiz lflstem
nasional dalam makna, materi dan bentuk mode] huko ukum
berlaku di Indonesia. yang

Dalam sejarah perkembangan hukum yang berlaku di
nusantara sebelum lahirnya bangsa Indonesia secara nama kesatuan
negara, hukum adat sudah terlebih dahulu diperaktikkan dan diikuti
oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya hukum Islam menjadi
pilihan berikutnya setelah banyaknya kerajaan-kerajaan Islam yang
berkembang dan mempunyai lebih wilayah yang luas, yang dalam
sejarah tidak sedikit kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam yang
menerapkan hukum Islam sebagai aturan yang berlaku.

Namun setelah bangsa Barat masuk dan berhasil menjajah
yang akhirnya dimenangkan Belanda terbukti dengan rentang waktu
lebih kurang 350 tahun. Melihat masa pendudukan Belanda yang
cukup panjang memberikan dampak kepada karakter hukum dan
model sistem hukum yang dianut Indonesia dengan model sistem

civil law.

Kendati pendudukan Belanda cukup panjang, ternyata pada
saat yang sama hukum Islam mendapatkan tem.pe!t serta pc?ngalfllian
yang cukup kuat dari pemeintah Belanda. Hal ini dapat dlbluﬁtlv :;1
dengan lahirnya teori receptio in complexu yang dlusuln% ole  Van
Den Berg. Teori ini menegaskan bah\.;vg umat ) ufﬁ o
menjalankan hukum agama mereka §cnd1r1 yaitu h m "
Meskipun dalam perkembangan teor hukum teor? (rizn psnoCk
complexu mendapat tantangan sekaligus tandingan

Hugrhonje dengan teori reseptinya.

. asa
B. Hukum Islam Di I“dO'E?:';n C‘:,?,c::/exb:l
Pemberlakuan Teori Recept! yang berlaku

: hukum .
ah satu sistem e panjang.

arah kedatangﬂﬂ
mcmperkiraka“

Hukum Islam sebagai sal ”
di Indonesia mengalami sejarah perkembang

.. b : e'
Hukum Islam lahir tidak dapat dlplsahkalr} dgzrz hJ
Islam itu sendiri ke Indonesia. Para ahlt 5¢
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Islam masuk ke Indonesia pada abad I H atau abad VII M yang
dibawa oleh pedagang Arab. (Azra: 1994: 24)

Namun, penting untuk dicatat sebagaimana dijelas%can Martip
Van Bruinessan, Islam yang masuk dan berkembang di Indonesia
yang fokus pada penekanan aspek fikih adalah fenomena Yyang
berkembang belakangan, sedangkan yang berkembang  pada
awalnya disiplin tasawuf (Nuruddin: 2004: 3). Kendati tasawuf
berperan lebih awal namun tetap saja bercorak sunni yang
memberikan apresiasi terhadap fikih.

Menurut beberapa pakar sejarah, hukum Islam yang
berkembang di Indonesia bercorak mazhab Syafi’i. Hal Ini
diindikasikan dengan bukti-bukti sejarah di antaranya adalah Sultan
Malik Zahir dari Samudera Pasai yang terkenal dengan ahli hukum
Islam yang terkenal pada pertengahan abad XIV M. (Suryaman,
1991: 64).

Tidak dapat diragukan lagi, pendukung kuat berkembangnya
hukum Islam salah satunya melalui kerajaan Pasai. Sehingga
tercatat bahwa para ahli hukum Malaka sering datang ke Samudera
Pasai untuk mendapatkan putusan hukum mengenai masalah
tertentu. (Nuruddin, 2004: 3).

Pada periode ini sangat banyak para ahli hukum Islam yang
mengembangkan pengkajian hukum Islam melalui menulis berbagai
kitab fikih dalam berbagai judul. Nuruddin al-Raniri (w. 1068
H/1658 M) misalnya, menulis berbagai kitab di antaranya Jawahir
al’ Ulum fi kasf al-Ma'lum, Kaifiyat al-Salat, Tanbih al ‘awm fi
Tahqiq al-Kalami fi ‘an Nawafil, dan Sirat al-Mustaqim. Buku yang
terakhir ini merupakan buku hukum Islam yang pertama
disebarluaskan ke seluruh nusantara yang ditulis beliau pada tahun
1628. (Nuruddin, 2004: 3).

Tokoh hukum Islam yang seangkatan al-Raniri pada abad
XVII adalah Abd al-Rauf al-Sinkil (1042-1105 H), al-Ranirl
menulis buku fikih yang berjudul Mir’at al-Thullab fi Tasyi al-
Ma’rifah al-Ahkam al-Syar’iyah li al-Malik al-Wahbah, kitab ini
ditulis al-Raniri atas dasar permintaan sultan Aceh Sayyidat al-Din.
Pada abad XVII M, tokoh hukum Islam yang muncul adalah Syaikh
al-Arsyad al-Banjari (1710-1812 M), beliau menulis kitab fikih
berjudul Sabil al-Muhtadin li Tafagquh fi Amr al-Din. Tidak jauh
berbeda dengan al-Sinkili kitab ini juga sebagai pedoman yang
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djadikan kesultanan Banjar dalam menyelesaikan perkara-perkara
dalam bidang hukum. (Nuruddin, 2004: 3).

Pada abad XIX M muncul lagi dua tokoh dan pakar hukum
Islam yaitu Nawawi al-Bantani (1813-1860 M), yang cukup
terkenal dengan karyanya dalam bidang hukum keluarga uqud al-
lwjain, selain syarh-nya terhadap kitab-kitab ulama klasik. Di
Minangkabau lahir tokoh hukum Islam Abdul Hamid Hakim yang
kitab-kitab banyak dipelajari pada pesantren-pesantren tradisional.
Dalam bidang hukum karya beliau Mu'in al-Mubin, sementara
dalam bidang ushul fikihnya Mabadi’ Awwalyah, al-Sullam dan al-
Bayan. (Bruinessan, 2005: 128).

Melihat uraian di atas, terlihat hampir setiap periode abad
tidak pernah sunyi dari seorang pakar hukum Islam di nusantara. Ini
mengindikasikan hukum Islam sudah sangat berkembang dan
memberikan pengaruh kepada masyarakat nusantara. Atas dasar
inilah hukum Islam sudah menyatu dan dipahami sebagai suatu

sisttm hukum yang diterima secara kumulatif umat Islam pada
masa itu.

s Mungkin dapat disimpulkan bahwa hukum Islam pada masa
kerajaan-kerajaan Islam jaya hampir seluruh aturan hukum Islam
berjalan dengan baik, tidak hanya terbatas pada dimensi ibadah,
namun hukum keluarga, hukum waris, bahkan sampai peradilan
Islam. (Bruinessan, 2005: 128)

Setelah penjajah Belanda menguasai nusantara dalam
monopoli dagang sehingga sampai pada wilayah politik hukum
Islam masih mendapatkan tempat pada masa tersebut, kendatipun
terdapat juga diskriminsasi yang diberlakukan secara tidak adil.
Hukum Islam mendapatkan pengakuan yang apresiasi cukup baik
dari pemerintah kolonial Belanda pada abad XVIII M yang mana
dalam pandangan para ahli hukum dan ahli budaya Belanda
memandang hukum Islam sebagai hukum yang berlaku bagi
pemeluknya.(Ali, 2000: 217). Sesudah tahun 1800-an para pakar
hukum menilai bahwa hukum yang berlaku di Indonesia hukum
Islam. Sehingga politik hukum dalam peradilan pun harus
disesuaikan dengan hukum Islam. (Ali, 2000: 212)

Akhirnya, pada periode ini muncul istilah mengenai hukL}n}
Is}am yang disebut dengan teori Receptio In Comlexu. Teori ini
digagas oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Chritiaan Van Den Berg
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(1845-1927), yang mengajarkan bahwa .hukum L?lam berlaku
sepenuhnya bagi orang Islam di Indonesia kendatipun terdapat

penyimpangan-penyimpangan. (Ali, 2000: 5).

Meskipun yang memunculkan tcrminologi. teori re‘cc['uio ,',T
complexu Van Den Berg, namun secara substansi atau pepntls pag.
teori ini sebelumnya sudah digagas oleh Carel Frederik .W'mer
seorang ahli tertua mengenai persoalan jawa yang lahir dan
meninggal di Yogyakarta (1799-1859). Kemudian Solomon KE.:ny.:r
(1823-1868) maha guru ilmu bahasa dan ilmu kebudayaan Hindia
Belanda, banyak menulis buku tentang hukum I[slam bahkan sampai
menerjemahkan al-Qur’an ke dalam bahasa Belanda. (Ali, 2000: 4).

Van Den Berg begitu antusias terhadap hukum Islam yang
sudah menyatu dengan umat Islam yang harus dilanjutkan dan
dipertahankan. Bahkan beliau menerjemahkan kitab fath al-qarib
dan minhaaj al-thalibin ke dalam bahasa Perancis yang
diterjemahkan dari bahasa Arab. Sehingga dapat dikatakan bahwa
periode ini hukum Islam dijadikan rujukan utama dalam
pembangunan hukum bagi pemerintah Belanda.

Pada periode ini hukum Islam mengambil peran dalam banyak
bidang yang tidak hanya mengurusi persoalan ibadah semata, tetapi
lebih bersifat sosial, secara fakta Islam telah dijalankan dan
diterima dengan baik oleh pemeintah belanda. Sehingga masuk
pada berbagai ruang sosial yang dapat kita ungkapan seperti hukum
perkawinan dan hukum kewarisan. Dalam hal ini, VOC sendiri
dalam memutusakn berbagai persolan hukum yang berkenaan
dengan orang Islam seperti perkawinan atau kewarisan diatur
dengan hukum Islam. Selain itu pula dibentuk peraturan perundang-
undangan yang mengatur dalam berbagai hukum Islam. (Ali, 2000:
6).

Bahkan dalam pasal 78 R.R stbl, Hindia Belanda (1855:2)
lebih tegas djelaskan lebih lanjut pada ayat 2-nya: “ Dalam hal
terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia itu, atau
dengan mereka yang mempersamakan dengan mereka maka mereka
tunduk kepada hakim atau kepala masyarakat tertentu mereka kan
tunduk kepada keputusan hakim agama. (Ali, 2000: 217). Cakupan
komonen umat Islam yang diatur menurut hukum Islam termasuk di
dalamnya orang Arab, orang Cina, dan semua mercka yang
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beragama Islam dan orang yang tidak :
dalam 109 R.R stbl Hindia Belan (%a (1855:b2e)ragama seperti tertulis

Dengan demikian, kita melihat bahw i
memberikan pemberlakuan hukum Islam ke;azzm:er;lshukf e;a(?:?
suku .dan bangsa manapun dengan seluasnya, bahkan }slam a;
pera}dllan yang diberikan kepada mereka juga i’eradilan Agan}:a
Wujud paling konkrit politik hukum Belanda terhadap berlakunye;
hukum Islam dengan lahirnya stbl. 1882 No. 152 tentang
g;mbentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. (Ali, 2000:

Melihat realitas hukum Islam pada masa teori receptio in
complexu suatu situasi dimana hukum Islam sangat diperhatikan
dan diberikan apresiati terhadap hukum dan umat Islam, kendatipun
menurut Van Den Berg terdapat penyimpangan dalam
menjalankannya. Alasan yang cukup kuat menurut mereka untuk
memberlakukan hukum Islam karena umat Islam sudah menyatu
dengan hukum agamanya sendiri. (Dahlan, 2003: 1498).

C. Analisa Pemberlakuan Hukum Islam Dewasa
Ini Di Indonesia Perspektif Teori Recepotio In

Complexu.
Perjalanan teori recepotio in complexu pada masa kolonia!
hanya berkembang dan sukses hanya abad ke-18. namun memasuki
abad ke-19 M muncul seorang tokoh hukum Islam Belanda

Christiaan Snouck Hurgronje (1357-1936), yang mengusung teori

resepsi sebagai tandingan terhadap teorinya Van Den Berg.

(Dahlan, 2003: 1498).

Snouck Hurgronje dengan teori resepsinya membantah teori

van Den Berg dengan mengatakanbahwa tidak semua hukum

. oo dalam hukum adat. Hanya beberapa bagi'fm dari
agama & o aruhi hukum adat, yakni yang

hukum [slam dapat mempeng . :
berkaitan erat dengan kepercayaan dan kehidupan batin yang
mempunyai akibat negatif (dosa) kalau dilanggz;id}?agmn-blz:gnjix:1 ;21
is, dan um perkawinan.
hukum keluarga, hukum Wwarls, uk

511{(1;1;2 tiga hukum ini yang mudah dipengaruhi hukum Islam..
disi ini dipersulit lagi Ter Harr (1892—1941) n}und \zllralx;
KO{“ n dan ahli hukum adat. Menurut Ter Harr h'ul;(um \:/eta
g Iel(()a‘lvl(i3 tidak dipengaruhi hukum Islam, melainkan tetap

sama S
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sebagai hukum adat asli. Di minangkabau menurut Ter Harr, tetap
berlaku hukum adat asli dan cocok dengan susunan dan suw
matrilineal masyarakat Minangkabau. (Dahlan, 2003: 1498). Selain
mereka keduanya ahli hukum adat maka. sangat })emsaha untuk
mengembangkan hukum Islam dengan melihat teori Van Den Berg
hampir saja mematikan hukum adat yang berk‘e.:mbang di tepgah
masyarakat, sekaligus untuk memenuhi kebijakan pemerintah
kolonial.

Dalam perkembangannya teori resepsi setelah . Indonesia
merdeka mendapatkan krikan yang tajam dari berbagai kalangan
terutama Hazairin yang akhirnya pada tahun 1957 keluar PP-. No. 45
yang menyatakan wewenang Pengadilan Agama kembali seperti
dalam stbl. 1882 tidak seperti di dalam stb. 1937. Kendati demikian
teori resepsi masih gentayangan disebabkan PP. No. 45 masih
memuat pernyataan, “menurut hukum yang hidup diputus menurut
hukum agama Islam”, pernyataan ini mengandung “pilihan
hukum”.sehingga mencari keadilan masih dapat pergi ke pengadilan
negeri. (Azizi, 2000: 162).

Dalam perdebatan ini lahirlah Sajuti Thalib dengan teori
receptio a contrary yang menyatakan bahwa hukum adat baru
berlaku apabila diterima oleh hukum Islam, hukum Islam baru
berlaku jika berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Gagasan ini
dimunculkan dengan dasar UUD 1945 pasal 29 dan UU No. tahun
1974. Paling tidak perjalanan teori resepsi sudah berakhir dengan
beberapa pertimbangan, sekalipun berbeda pendapat, sebahagian
berpendapat setelah lahirnya UU No. 1974 tentang perkawinan,

yang lainnya melihatnya setelah lahimya UU No. 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama. (Azizi, 2000: 162).

Terlepas perjalanan teori-teori di atas, dalam konteks
Indonesia kekinian dan kedisinian dimana maraknya daerah-daerah
menginginkan berlakunya perda-perda syari’ah, bahkan yang sudah
sangat maju melangkah adalah Nanggroe Aceh Darusslam yang
telah memberlakukan qanun dalam sistem pemerintahannya.
Ditambah lagi berbagai daerah merupakan contoh konkrit
bagiamana negara mengakui keberadaan umat Islam yang
menginginkan berlakunya syari’at Islam bagi mereka sendiri. Sebab
esensi yang berlaku pada teori recepti in complexu pemberlakuan
hukum Islam bagi umat Islam (Dahlan, 2003: 60), artinya adanya
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watni Marp
Pemberlakuan Hukum Islam Di Ing
onesia

intuk agama yang lain men da terseb
erapkan menu Seout,

kebebasan yang cukup luas untuk menerapkan huk

« .Y » 1 2 ¢ J
peluknya dan pemerintah kolonial memfasilitas;i o
31 agen

I
sedangkﬂlll
Dalam kasus yang paling tepat b

ti in .complexu yang sem Il))umaal:t:,] arsr:lO(i: p::(;lc]rapan teori
di atas pada Nanggroe Aceh Darusslam. K a ;hlsepcrﬁ
memcnuhi kebut}lhan untuk melahirkan Pel‘atur'an endati dalam
Jibutuhkan, tetapi persoalannya masih belum tarakomg?in g sudah
](eselul'llhEm- Tentunya dalam hal ini merupakan lantanasa!nsizara
bagi para sarnand dan pakar hukum Islam untuk dapatg mens'a{
kekosongan dalam berbagai bidang, ditambah lagi untuk menan gisi
masalah hukum Islam merupakan “kapling” nya sarjana h ul%3$

recep
sebutkan

[slam.
Aceh sebagai daerah yang sudah diberikan kepercayaan dan

kewenangan khusus untuk menerapkan hukum I[slam dengan
payung hukum UU No.18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi
provinsi daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darusslam (Himpunan Perpu) tentunya tidak diragukan lagi
merupakan peluang untuk lebih berkembang dalam menerapkan
hukum Islam di nusantara Indonesia. Bahkan hemat penulis, Aceh
merupakan satu-satunya model yang akan dapat dicontoh dalam
penerapan hukum Islam bagi daerah-daerah yang lain.

Lebih jauh kita dapat melihat peraturan daerah yang telah
dihasilkan pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam yang pada garis
besarnya.paling tidak ada delapan peraturan daerah sebagai berikut:

(Himpunan Perpu)
| Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2000 Tentang Pembentukan
Organisasi Dan Kerja MPU Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

9 Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 Tentang Pelaksanaan

Syari’at Islam

3. Peraturan Daerah No

Oganisasi Dan Tata Kerj
Naggroe Aceh Darusslam
*at [slam.

mor 33 tahun 2001 tentang Susunan

a Dinas Syari’at [slam

Nomor | 0 tahun

4. Qanun Provinsi
2002 tentang Peradilan Syari

5. Qanun Provinsi Naggroe Aceh
2002,

Darusslam Nomor 11 tahun
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6. Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darusslam Nomor 12 tentang
Minuman Khamar dan Sejenisnya.

7. Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darusslam Nomor 13 tahun
2003 tentang Judi

8. Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor [4 tahun
2003 tentang Khalwat.

Paling tidak melihat peraturan dan qanun yang dihasilkan
dalam rentang waktu beberapa tahun yang seterusnya akan
menuntut kerja keras umat Islam untuk merumuskan berba.g,al
persoalan dalam bentuk perda atau qanun yang berdasarkan syari’at
[slam. Perkembangan seperti ini tentunya akan memberikan contoh
kepada daerah yang lain menginginkan penerapan hukum [slam
bagi diri mereka secara complex.

D. Penutup

Perjalanan sejarah hukum Islam Indonesia sangatlah panjang.
Paling tidak pada masa pra penjajahan, penjajahan dan
kemerdekaan-sekarang. Oleh sebab itu penerapan syari’at Islam
selalu mengalami perubahan-perubahan disebakan faktor kebijakan
politik hukum pemerintah. Teori recepti in complexu misalnya
merupakan suatu kebijakan pemerintah kolonial yang cenderung
melihat hukum Islam sebagai hukum yang layak diterapkan untuk
umat Islam sehingga memberikan angin segar dan perkembangan
yang cukup baik bagi hukum Islam.

Namun lahirnya teori resepsi merupakan bencana bagi hukum
Islam yang mendeskriditkan posisi hukum Islam. Tetapi dalam
perkembanagan belakangan dewasa ini setelah kemerdekaan
terlebih khusus setelah era reformasi-sekarang merupakan langkah
maju yang signifikan bagi perkembangan hukum Islam yang jika
dipahami  lebih  dalam  merupakan implementasi  dari
“reingkarnasi’nya teori receptio in complexu.
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